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Asas-Asas Umium Penyvelenggaraan Pemerintahan Yang Lavak (AAUPPL)
Sebagai Dasar Pengujian Terhadap Keabsahan Keputusan Tata Usaha
Negara Oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara
{5tudi Kasus di Penpgadilan Tata Usaha Negara Padang)

ABSTRAK

(Hengki Andora, 99140105, Hukum Tentang [Hubungan Negara dan
Masyaralkat, 84 halaman, 2003)

Secara  histonies,  konsep  tentany  Asas-Asas Umum Penvelenggaraan
Pemenmtahan Yane Laysk (AAUPPL)Y muncul di Belanda dengan istilah Alremene
Heginselen Van Beloorliy Bestrir. Konsep i muncul pada saat orang-orang mencarn
sarana kentrol dan peclindungan hukum bagr rakvat dan tindakan sewenang-wenang
penguasa Dalam perkembangannya dewasa i di Indonesia, AAUPPL dijadikan oleh
Hakin Peradilan Tata Usaha Negara  (PERATUN) sebaga salzh satu dasar untuk
menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Adapun dasar kewenangan
bagi Hakim PERATUN untuk menguyr keabsahan KTUN dengan AAUPPL adalah pasal
14 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang
ketentuan-ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman  Sceara imphisit, Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1986 Tentang PERATUN sudah mengaku keberadaan AAUPPL, namun
itu bare dua asas yailu asas laranpan defouwrnemend de pouwverr dan asas larangan
willehenr  Bagaimana dengan asas-asas lamnya 7 Hingea sckarang belum ada peraturan
perundang-undangan yeng mengatur AAUPPL secara khusus. Berdasarkan hal tersebut,
Penulis tertartk wntuk menulis mengena AAUPPL sebapar dasar bags Hakom PERATUN
untuk mengupn keabsahan KTUN. Untuk o Penuhis mengangkatl permasalahan, vaitu
sehisa berikut:

I Bagaimana desknpsi sengketa Tata Usaha Megarz [ Pengadifan Tata Usaha

Megara (PTUMN) Padang

2 Apa dasar pengujian oleh Hakim PTUN Padang terhadap KTUN  vang
disengketakan,

3. Bagaimanakah proses pengupan KTUN yang bertentangan dengan AAUPPL
oleh Hakim PTLUN Padang

4. Bagamanakah pendirian Mahkamah Agung teechadap AAUPPL vang dirumuskan
dalam putusan Hakim PTUN Padang

Merode pendekatan vang digunakan dalam penulisan skripsi i adalah metode
pendekatan yunidis empinis, dimana penulis mengadakan penchtian pada PTUN Padang
dengan twjuan untuk memperoleh data mengenw penerapan dan pensujian KTUN dengan
mempergunakan AALPPL oleh Hakim PTUN Padany. Untuk memperoleh dala penulis
menggunakan wawancara dengan Hakim PTUN Padang, sera melakukan penelusuran
terhadap sampel-sampel putusan Hakim PTUN Padang yang berkekuatan hukum tetap
dan telah sampai pada Mahkamah Apung pada periode tahun 1996-2002,

Dart hasil penehtian penulis secara singkat dapat disimpulkan bahwa AAUPPL
dapat dijadikan sebagar dasar untuk menguji KTUN namun dengan sangat hati-hat dan
butuh keberanian dan Hakim PERATUN Proses pengupan dilakukan dengan jalan
menghubunghkan kardah hukwm substantsf melalui penalaran dedukuf



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpeseran  konsepsi - nuchiwachterssiaal  (negara penjaga  malam) ke
konsepsi welfare stafe (negara kesejahteraan) pada permulaan abad ke-20.
membawa pergeseran pada peranan dan aktifitas Pemerintah. Pada konsepsi
nachtwachiersstaar, tgas pokok Pemerintah adalah menjamin dan melindung
kedudukan ckonomis dari mercka vang menpussai alat-alat Pemerintah' serta
berfungst sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Sementara pada

konsepst welfare  stafe,  Pemerintab diberi Kewajiban  untuk mewujudkan

hesturzorg (kesejahleraan umum) yang untuk itw kepada Pemerintah diberikan

l

kewenangan untuk ikut campur tangan dalam sepala lapanpgan kehidupan
masvarakat,

Dengan digesernyva Konsepsi nachiwachiersstaad oleh konsepsi welfare slaie
maka sejak saat itu lapangan pekerjaan Pemerintah makin lama makin luas®

Sebagar konsekuensi logis dianutnya konsepsi welfare siate, Pemernntah

dalam melaksanakan kewenangannya tidak saja berdasarkan peraturan perundang-
undangan tetapt juga didasarkan pada inisiatil sendint melalui Freies Ermessen.
yailu berupa sarana vang memberikan ruang gerak bagi Badan/Pejabat Tata Usaha
Negara (Badan/Pejabat TUN) untuk melakukan tindakan tanpa terkal sepenuhnya

pada 1Jmlung-Llndam_f.

'E. Utrecht Penganior Hisnem Admansirass indosesio, Bala Buku lehtiar, Jobharin, 1960,
hal 32

“Ibid, hal 33
"Ridwan H.R, Sk Advmstvos Negarg, ULL Press, Yokvakaria 2002, bial 15%



Dralam prakteknya, {reres Lpmessen tersebut membuka peluang terjadinya
benturan kepentingan antara Pemerintah dengan warga nepara baik dalam bentuk
anrechtmatize overheidsdaad, detonwrnement de pouvorr, maupun dalam bentuk
willekeur vang mengakibatkan terampasnya hak asasi warga negara. Perampasan
hak asasi tersebut dapat berupa ndak ada lagi jaminan kepastian hukum dan
perlakuan vang sama di depan hukum.

Guna menghindari dan  meminimalisir  terjadinya  benturan  tersebut,
Commisic de Lamonchy untuk pertama kalinva mengenalkan konsep Afgemene
Heginselen van Behoorlisk Bestr atau Asas-Asas Umum Penyelenggaran
Pemernntahan Yang Lavak (AAUPPL), scbagai bentuk upava meningkatkan
perlindungan hukum bagil rakyat (Verhooede Rechtsbescherming) dan tindakan
Pemerintah yang dipandang merugikan, Konsep tersebut kemudian dikembangkan
oleh Van der Grinten pada tahun 1959 melalui suatu laporan tentang
penvelesalan senpgketa adminisirasi di lingkungan Peradilan admimistrasi Belanda.

Pada mulanya, Afgemene Beginselen van Behoordijk Bestuur menimbulkan a
priod di kalangan Penjabat Admunistrast Belanda, Mercka khawatr, Hakim atau
Peradilan Adianistras: yang bebas akan mengeunakan istlah tersebut untuk
membuat putusan-putusan mengenai kebijakan politik. Namun, seiring dengan
perjalanan wakiu  keberatan dan kekhawatiran itu aklurmya hilang, bahkan
sckarang telah diterima dan dimuat dalam berbagal peraturan  perundang-
undangan dan yunsprudens: di Belanda,

Scbelum Peradilan Tata Usaha Nepara (PTUN) di Indonesia terbentuk,
cengketa amara Badan/Pejabar TUN dengan masyarakat diselesmikan melalu

Peradilan Umum (bagian Perdata) dan beberapa asas dan AAUPPL telah



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uratan dan kajian tentang AAUPPL sebagai dasar pengujian

terhadap keabsahan KTUN oleh Hakim PERATUN dalam hal ini adalah Hakim

PTUN Padang, maka dirumuskan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN.

i

1

sengketa vang banyak masuk ke "TUN padang pada periode tahun 1996-
2002 adalah sengketa Pertanahan, sengketa Kepegawalan, sengketa lain-
lamn, sengketa lelang,

Dasar Hakim PTUN Padang menguji keabsahan KTUN berupa kaidah
hukum tertulis yaitu ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3
Tabhun 1986 dan kadah hukum tdak tertulis vakim AALPPL

Proses pengupan terhadap KTUN yang bertentangan dengan AAUPPL
dengan jalan menghubungkan kaidah hukum substantif melalut penalaran
dedubnil

Pendirian Mahkamah Apung terhadap AAUPPL vang dirumuskan dalamn
putusan Hakim PTUN Padang pada sengketa No.03/G/1996/PTUN-Pdg
adalah menguatkannva sedangkan untuk sengketa No.01/G/2000/PTUN-
Pdg tidak dapat ditemui, karena permohonan kasasi dart Tegugat-
Ferbanding “keburu” tidak diterima oleh Mahkamah Agung, Untuk
senghketa No.O3GHT1990/PTUN-Pdp asas yang diterapkan adalah asas
persumaan sedangkan pada sengketa No.O1/G/2000/PTUN-Pdy asas yang

diterapkan adalah asas kecermatan.



